Meni
a.

PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 100 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELESAI AN ADM NI STRASI KEPEGAWAI AN
BAG PEGAWAI NEGERI SIPIL KORBAN KONFLI K DAN ATAU TERLI BAT
DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

nbang :
bahwa selama nmasa konflik di Pr ovi nsi Nanggroe Aceh
Darussal am terdapat Pegawai Negeri Sipil yang neninggal kan
tugas sebagai aki bat situasi yang tidak kondusif dan Pegawa
Negeri Sipil yang terlibat dal am Gerakan Aceh Merdeka;
bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nonor 22 Tahun 2005
tentang Penberian Amesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap
Orang yang Terlibat Dal am Gerakan Aceh Merdeka, kepada setiap
orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, telah
di beri kan ammesti unmum dan abol i si;
bahwa dengan adanya keadaan yang sudah kondusif di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan penberian amesti unmum dan
abol i si sebagai mana tersebut pada huruf b, naka terhadap
Pegawai Negeri Sipil yang neninggal kan tugas aki bat korban
konflik dan atau yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka,
perlu nengatur penyel esaian adm nistrasi kepegawai an bagi
Pegawai Negeri Sipil korban konflik dan/atau yang terlibat
dal am Ger akan Aceh Merdeka dengan Peraturan Presiden;

Mengi ngat

Undang- Undang Nonor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 1969 Nonor 42, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 2906) ;

Undang- Undang Nonor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok
Kepegawai an (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1974
Nonor 55, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3041) sebagai nana tel ah di ubah dengan Undang- Undang Nonor 43
Tahun 1999 (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1999
Nonor 169, Tanmbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor
3890) ;

Per at ur an Peneri nt ah Nonor 32 Tahun 1979 t ent ang
Penber henti an Pegawai Negeri Sipil (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 1979 Nonor 47, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ ik Indonesia MNomor 3149) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Penerintah Nonmor 1 Tahun 1994 (Lenbaran
Negara Republik I ndonesia Tahun 1994 Nonor 1);

Peraturan Penerintah Nonor 9 Tahun 2003 tentang Wwenang
Pengangkat an, Pem ndahan, dan Penberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor
15, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |Indonesia Nonor 4263);
Keputusan Presiden Nonmor 22 Tahun 2005 tentang Penberian
Amesti Umum dan Abolisi Kepada Setiap Orang yang Terli bat
Dal am Ger akan Aceh Mer deka;



MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PENYELESAI AN ADM NI STRASI KEPEGAWAI AN
BAG PEGAWAI NEGERI S| PIL KORBAN KONFLI K DAN ATAU TERLI BAT DALAM
GERAKAN ACEH MERDEKA

Pasal |

Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang tel ah
di ber henti kan atau neni nggal kan tugas karena korban konflik
dan/atau terlibat dal am Gerakan Aceh Merdeka.

2. Pej abat Penbi na Kepegawai an adal ah Pej abat Penbi na
Kepegawai an Pusat, Pejabat Penbina Kepegawai an Daerah dan
Pej abat Penbi na Kepegawai an Daerah Kabupaten/Kota sesua
per at uran per undang- undangan.

3. Meni nggal kan tugas adal ah tidak masuk bekerja secara tidak
sah dan gajinya tidak dibayarkan karena nenjadi korban
konflik dan/atau terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka tetapi
bel um di ber henti kan.

4. Penghasilan adalah gaji pokok, tunjangan Kkeluarga, dan
t unj angan pangan.
5. I nstansi vertikal adalah kantor wlayah Departenen/Lenbaga

Penerintah Non Departenen pada tingkat Provinsi atau kantor
Depart enen/ Lenbaga Penerintah Non Departenen pada tingkat
Kabupat en/ kot a.

Pasal 2
Ruang |ingkup penyel esaian adm ni strasi kepegawai an  dal am

Peraturan Presiden ini, neliputi :
pengaktifan kenbali sebagai Pegawai Negeri Sipil

a.

b. pengal i han jeni s kepegawai an;

C. penet apan penber henti an dengan hor nat ;

d. penberi an pensiun bagi yang berhak pensi un;

e. penberian nilai tunai iuran pensiun, tunjangan hari tua, dan
tabungan perumahan bagi yang nengiur dan belum pernah
meneri ma bantuan dari program tabungan perumahan; dan

f. prosedur pengaktifan dan penberhenti an.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 31 Agustus 2005 tel ah
di ber henti kan atau neni nggal kan tugas dan belum berusia 56
(lima puluh enanm) tahun, diaktifkan kenbali pada instansi
i nduknya.

(2) Pengaktifan kenbali sebagai mana di naksud pada ayat (1) mul a
berl aku pada tanggal 1 Septenber 2005.

(3) Apabila pada saat ditetapkan keputusan pengaktifan, Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan tel ah :

a. berusia 56 (lima puluh enan) tahun atau |ebih, setelah
di akti fkan yang bersangkutan diberhenti kan dengan



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan
berusia 56 (lima pul uh enam tahun

b. meni nggal dunia, setelah diaktifkan yang bersangkutan
di berhenti kan dengan hormat sebagai Pegawai  Negeri
Si pi | pada tanggal nmeni nggal dunia dan kepada

j anda/ dudanya di berikan hak pensiun sesuai peraturan
per undang- undangan.

Pasal 4

Untuk  dapat di aktifkan nenjadi Pegawali Neger i Si pi

sebagai mana di maksud dal am Pasal 3, yang bersangkutan wajib

nmel aporkan diri secara tertulis kepada Pejabat Penbina

Kepegawai an instansi induknya nelalui pinpinan unit Kkerja

t erakhir yang bersangkutan bekerj a.

Dal am hal unit kerja sebagai mana di maksud pada ayat (1) tel ah

di hapus/ di gabung nmenj adi per angkat daer ah, | apor an

di sanpai kan kepada Pejabat Penbina Kepegawai an instansi

i nduknya nel al ui :

a. Qubernur bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang wunit
kerja terakhir di instansi vertikal tingkat Provinsi;

b. Bupati/Wal i kota bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang
unit Kkerja terakhir di instansi vertikal tingkat
Kabupat en/ Kot a.

Pasal 5

Pengaktifan kenbali sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3
di t et apkan dengan keputusan Pejabat Penbina Kepegawai an
instansi yang bersangkutan setelah nendapat persetujuan
tekni s dari Kepal a Badan Kepegawai an Negar a.
Usul pengaktifan diajukan ol eh Pejabat Penbina Kepegawai an
i nstansi yang bersangkutan kepada Kepal a Badan Kepegawai an
Negar a dengan nel anpi r kan
a. per nyat aan nenj adi korban konflik Gerakan Aceh Merdeka
yang di buat ol eh :
1) Pej abat Penbina Kepegawai an Pusat atau pejabat
[ ain yang di t unj uk pal i ng r endah pej abat

struktural eselon | yang secara fungsional
bert anggungj awab di bi dang kepegawai an; dan

2) Pej abat Penbi na Kepegawai an Daer ah
Provi nsi / Kabupaten/ Kota atau pejabat lain yang

di tunj uk paling rendah Sekretaris Daerah.

b. pernyataan terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka dibuat
ol en pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Komandan
Distrik Mliter; dan

C. data lain yang ditentukan ol enh Kepal a Badan Kepegawai an
Negar a.

Pasal 6
Pegawai Negeri Sipil Pusat yang unit kerja terakhir telah

di hapus/ di gabung nmenj adi per angkat daer ah sebagai mana
di mmaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan telah diaktifkan,



di al i hkan nenj adi

a. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi bagi Pegawai
Negeri Sipil Pusat yang unit kerja terakhir di instansi
vertikal tingkat Provinsi;

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota bagi Pegawai
Negeri Sipil Pusat yang Unit kerja terakhir di Instansi
Vertikal tingkat Kabupaten/ Kot a.
(2) Pengalihan sebagai mana dinaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Kepal a Badan Kepegawai an Negara atas usul
Pej abat Penbi na Kepegawai an i nstansi i nduknya.
(3) Pengalihan sebagai mana di naksud pada ayat (1) nulai berl aku,
pada tanggal 1 Septenber 2005.

Pasal 7

Masa sel ama di berhenti kan atau neni nggal kan tugas tidak dihitung
sebagai nasa kerja gol ongan dan masa kerja pensi un.

Pasal 8

Sel ama Pegawai Negeri Sipil diberhentikan atau mnmeni nggal kan t ugas
sebagai mana di maksud dal am Pasal 3, tidak diberikan penghasilan
dan hak kepegawai an | ai nnya.

Pasal 9

Penghasil an bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diaktifkan,
di bayarkan sejak yang bersangkutan secara nyata nelaksanakan
t ugas.

Pasal | O

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan tanpa hak
pensi un atau neni nggal kan tugas dan pada tanggal 31 Agustus
2005 telah berusia 56 (lima puluh enan) tahun atau | ebih,
ber| aku ketentuan sebagai berikut :

a. Bagi yang telah diberhentikan tanpa hak pensiun,'’
keputusan............... .. .. ... .....
1) hak pensiun, apabila pada saat diberhentikan
mem |liki masa kerja paling kurang 10 (sepul uh)
t ahun;
2) nilai tunai iuran pensiun, tunjangan hari tua, dan
t abungan perumahan bagi yang nengiur dan belum
pernah nenerima bantuan dari program tabungan
perumahan  sesuai peraturan perundang- undangan,
apabila pada saat diberhentikan nemliki nasa
kerja kurang 10 (sepul uh) tahun.
b. Bagi yang neninggal kan tugas, diberhentikan dengan
hor mat dan kepada yang ber sangkut an di beri kan :
1) hak pensiun, apabila pada saat neninggal kan tugas
mem | iki masa kerja paling kurang 10 (sepul uh)
t ahun;
2) nilai tunai iuran pensiun, tunjangan hari tua, dan



(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

t abungan perumahan bagi yang nengiur dan belum
pernah nenerima bantuan dari program tabungan
perumahan sesuai peraturan perundang- undangan,
apabi | a pada saat neni nggal kan tugas nmem i ki mnasa
kerja kurang 10 (sepul uh) tahun.
Keput usan penberhenti an sebagai nana di maksud pada ayat (1),
mul ai berl aku pada akhir bul an saat yang bersangkutan berusia
56 (lima puluh enam) tahun
Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan tanpa hak

pensi un atau neninggal kan tugas dan telah neninggal dunia

sebel um 31 Agustus 2005, berl aku ketentuan sebagai beri kut

a. Bagi yang telah diberhentikan tanpa hak pensiun,
keputusan penberhentiannya ditinjau kenbali nenjad
di ber henti kan dengan hormat dan kepada | anda/dudanya
di beri kan pensi un janda/ duda;

Keput usan penberhenti an sebagai nana di maksud pada ayat (1),

mul ai berl aku akhir bul an yang ber sangkut an neni nggal duni a.

Pasal 12

Penberi an hak pensiun sebagai mana di naksud dal am Pasal 10 dan
Pasal || berlaku mulai bul an Sept enber 2005.

Dasar pensiun yang di gunakan sebagai dasar penetapan pensiun
pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11,
adal ah gaji pokok terakhir yang diterima ol eh Pegawai Negeri
Si pi | yang bersangkut an.

Dal am hal gaji pokok terakhir tidak berdasarkan Peraturan
Penerintah Nonor 26 Tahun 2003, pensiun pokoknya di sesuai kan
secara berurutan sanpai dengan perubahan penetapan pensiun
pokok yang berl aku tahun 2005.

Pasal 13

Penber henti an dengan hornmat sebagai mana di maksud dal am Pasa

3 ayat (3) Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan ol eh Kepal a Badan

Kepegawai an Negara ber dasarkan usul dari

a. Pej abat Penbi na Kepegawai an Pusat bagi Pegawai Negeri
Si pi | Pusat;

b. Quber nur bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

C. Bupati/Wal i kota mnelalui Gubernur bagi Pegawai Negeri
Si pi| Daerah Kabupaten/Kota di w | ayahnya.

Usul  penberhentian sebagai mana dinmaksud pada ayat (1)

di aj ukan

bélanlnengajukan usul penberhenti an sebagai mana di maksud pada
ayat (1) harus nel anpirkan persyaratan sebagai mana di naksud
dal am Pasal 5 ayat (2).

Pasal 14

Bat as waktu nel aporkan diri dan pengaj uan pernohonan sebagai mana



di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) paling
| anbat 1 (satu) tahun sejak berl akunya Peraturan Presiden ini.

Pasal 15

D sanping hak pensiun sebagai mana di naksud dal am Pasal 10 dan
Pasal 11, kepada penerima pensiun diberikan juga tunjangan hari
tua dan tabungan perunmahan bagi yang nengiur dan belum pernah
meneri ma bantuan dari program tabungan perumahan sesuai peraturan
per undang- undangan.

Pasal 16

Ket entuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan
Pasal 9 Peraturan Presiden ini, berlaku juga bagi Calon Pegawai
Negeri Sipil yang nenjadi korban konflik dan/atau terlibat dalam
Ger akan Aceh Merdeka.

Pasal 17
Pegawai Negeri Sipil yang diaktifkan kenbali berdasarkan Peraturan
Presiden ini wajib nengucapkan kenbali sunpah/janji Pegawai Negeri
Sipil.

Pasal 18

Ketentuan teknis vyang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan
Presi den.

Pasal 19
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desenber 2006
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

DR H. SUSI LO BAVBANG
YUDHOYONO



